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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga kami dapat menyusun Standar Pelayanan

Pemasyarakatan ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Sebagai upaya terciptanya pelayan prima terhadap penerima layanan khususnya bagi
Warga Binaan Pemasyarakatan, masyarakat, dan stakeholder sekaligus penerapan Good
Governance yang mengedepankan optimalisasi pemberian layanan, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-
36.0T.02.02 TAHUN 2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Standar Pelayanan
Pemasyarakatan. Standar tersebut ditetapkan untuk meningkatkan dan mewujudkan
Pemasyarakatan sebagai lembaga Publik yang transparan, efektif dan akuntabel serta

menghasilkan layanan yang berkualitas.

Standar Pelayanan Pemasyarakatan ini disusun agar dapat diterapkan dengan baik
oleh penyelenggara layanan pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Penyusunan Standar Pelayanan Pemasyarakatan ini juga diharapkan dapat memberikan
pemahaman terkait dengan fungsi manajemen dalam upaya optimalisasi penerapan layanan
pemasyarakatan. Fungsi manajemen yang terdapat dalam buku ini dimulaidari penerapan
layanan sesuai standar, penerapan strategi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga
diharapkan pelaksanaan layanan pemasyarakatan dapat diterapkan sesuaistandar dengan

memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi.

Akhir kata semoga Standar Pelayanan Pemsyarakatan ini dapat memberikan manfaat

bagi seluruh penyelenggara layanan pemasyarakatan.

AS 11B BOALEMO

NIP. 197010281995031001
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi,
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh
siapapun. Dalam Undang —Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kewajiban dan tanggungjawab
pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Adapun
kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah kewajiban untuk menghormati,
kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban untuk
memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin
setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada
mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak
dapat dipenuhi oleh upaya pribadi, misalnya pemenuhan hak kesehatan, hak untuk
pendidikan, hak untuk memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan pelayanan
publik dan lain sebagainya. Dalam konteks pelayanan publik tersebut negara
berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan
kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya untuk
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk sertaterwujudnya
tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayananpublik yang
optimal, diperlukan suatu standar baku yang dapat mengatur secara jelasmengenai
pelaksanaan pelayanan publik. Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks

pelayanan publik tersebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan
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Rakyat kemudian menyusun Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Pelayanan Publik dan juga menerbitkan ketentuan pelaksananya dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan November. Sebelumnya pada bulan
Juni tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan
ketentuan Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan. Dalam PP Nomor 96 tahun 2012 pada Pasal 50
disebutkan bahwa semua penyelenggara yang belum memiliki Standar Pelayanan,
wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan paling lama 6
(enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah.

Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, telah menyusun Standar Pelayanan Publik pada tahun 2014 yang
ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-
14.0T.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Seiring dengan
perkembangan zama, kebutuhan layanan pun ikut berkembangSaat ini pemberian
layanan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat. Menyikapi hal
tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menggunakan Teknologi sebagai
sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun teknologi
dimaksud yakni sebuah Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Aplikasi
SDP dibuat dalam bentuk mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data
yang meliputi seluruh proses bisnis pemasyarakatan yang terdiri dari data Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP), data SDM Petugas, Sarana dan Prasarana, serta
Penganggaran yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
khususnya Divisi Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Perkembangan zaman tidak hanya mempengaruhi layanan pemasyarakatan
dari segi teknologi, tapi juga memberikan pengaruh pada segi keamanan. Dalam segi
keamanan dunia khususnya Indonesia, tingkat kriminalitas semakin tinggi. Jenis-jenis
tindakan kriminal juga semakin beragam. Hal ini ditunjukan dengan kondisi di
Lapas/Rutan yang didominasi oleh Narapidana/Tahanan/Anak tindak pidana
Narkotika sebesar 129.403 dari total penghuni 244.717 (per tanggal 10 Desember
2020). Selain itu, tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi dan paling
ditakuti masyarakat adalah terorisme. Dalam menangani kedua kasus tersebut,
dibutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Mulai dari kewajiban dan hak yang
diperoleh, serta pembinaan yang diberikan juga bersifat khusus, berbeda dengan

tindak pidana umum lainnya.
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Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan
update terhadap Standar Pelayanan Pemasyarakatan yang sebelumnya telah disusun
pada tahun 2014. Update tersebut disusun melalui serangkaian tahapan. Adapun
tahapan penyusunan update Standar Pelayanaan Pemasyarakatan tersebut yaitu
proses penyiapan yang meliputi : review Standar Pelayanan Pemasyarakatan;
penyusunan rancangan standar pelayanan pemasyarakatan berdasarkan hasil review,
pembahasan dan legalisasi, internalisasi, dan sosialisasi; dilanjutkan dengan

penerapan standar pelayanan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Standar Pelayanan Pemasyarakatan Tahun 2020 ini,
untuk menyesuaikan Standar Pelayanan Pemasyarakatan yang telah dibuat
sebelumnya dengan dasar hukum dan standar terbaru sehingga dapat mengakomodir
kebutuhan-kebutuhan terupdate bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi
Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Tujuan umum dari Standar Pelayanan Pemasyarakatan Tahun 2020 ini adalah
sebagai  bahan  acuan  pelaksanaan  pemberian  pelayanan  kepada
Narapidana/Tahanan/Anak dan Masyarakat.

Tujuan Khusus dari Strategi Penerapan Pelayanan Pemasyarakatan ini adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi para pembuat kebijakan dan
pembina pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar
informasi mengenai standar pelayanan pemasyarakatan dapat tersosialisasikan.

2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi para penyelenggara pelayanan
publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan
dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan agar penerapan pelayanan publik

dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

. SASARAN
Standar Pelayanan pemasyarakatan ini ditujukan bagi seluruh pengguna layanan
pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 5



D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Standar Pelayanan pemasyarakatan ini meliputi Pendahuluan, Standar
Pelayanan Pemasyarakatan, Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan,

serta Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

E. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam Standar Pelayanan pemasyarakatan dan
Penerapannya ini mengikuti hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Dasar
hukumnya berkaitan dengan substansi dalam Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
Adapun uraian umum dasar hukum materi Strategi Penerapan Pelayanan
pemasyarakatan ini adalah sebagai berikut :
1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang —Undang
a. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri
a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
b. Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan;
c. Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M-01.PR.07.10 TAHUN 2005 Tentang Organisasi dan TataKerja
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia;
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f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

g. Keputusan Menteri  Kehakiman Republik Indonesia  Nomor
M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan
Dan Pengentasan Anak;

h. Keputusan Menteri  Kehakiman Republik Indonesia  Nomor
M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah

Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
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STANDAR PELAYANAN PEMASYARAKATAN

TINJAUAN UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Layanan publik ditujukan kepada masyarakat yang menurut UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Di Pemasyarakatan, salah satu kelompok masyarakat
penerima layanan publik adalah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang
berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari narapidana,
anak, dan klien pemasyarakatan. Selain WBP, juga terdapat masyarakat yang secara
khusus juga menerima pelayanan publik yakni keluarga WBP, Penasehat
hukum/kuasa hukum, serta pemilik barang yang barangnya terpaksa harus
disita/ditahan di Rupbasan.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik
dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Ruang lingkup pelayanan publik di Pemasyarakatan lebih dominan kepada
layanan jasa dan layanan administrasi yang meliputi; layanan pendidikan, kegiatan
kerja, administrasi pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerjasama, serta
kesehatan.

Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, guna menjamin

kelancaraan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan penyelenggara pelayanan
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yang terdiri dari: pembina yang dalam hal ini dijabat oleh Menteri Hukum dan HAM
selaku pimpinan kementerian. Sedangkan penanggung jawab adalah pimpinan
kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk pembina dalam hal ini dijabat
oleh Menteri Hukum dan HAM selaku pimpinan Kementerian.

Selanjutnya, organisasi penyelenggara pelayanan publik di Pemasyarakatan adalah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Kemententerian Hukum dan HAM (Divpas) dan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) yang terdiri dari: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan
(Bapas), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
(Rupbasan).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara
pelayanan menyusun dan menetapkan stadar pelayanan dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Hal ini
dipertegas melalui PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009 di mana penyelenggara yang belum memiliki standar
pelayanan, wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan paling
lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Atas dasar tersebut,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun dan menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan ini tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Agar pelayanan yang diberikan kepada publik dapat bekerja secara maksimal
maka dibutuhkan standar pelayanan berupa tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, setiap pelayanan
publik yang ada di Pemasyarakatan terdiri dari 14 komponen standar pelayanan, yakni:

1) Dasar hukum: adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaraan layanan;

2) Persyaratan: adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

administratif;
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3) Sistem, mekanisme, dan prosedur: adalah tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

4) Jangka waktu penyelesaian: jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

5) Biaya/tarif: adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

6) Produk pelayanan: adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas: adalah peralatan dan fasilitas yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan
fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;

8) Kompetensi pelaksana: adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman;

9) Pengawasan internal: adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan
langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung
pelaksana;

10) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan: adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

11) Jumlah pelaksana: adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas
sesuai pembagian dan uraian tugasnya;

12) Jaminan pelayanan: adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan;

13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan: adalah dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan
keragu-raguan;

14) Evaluasi kinerja pelaksana: adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Standar pelayanan pemasyarakatan yang diatur di dalam keputusan ini meliputi
ruang lingkup pelayanan barang, jasa, dan administratif pada masing-masing
organisasi pelaksana tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi
Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yakni lembaga
pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan), balai pemasyarakatan (Bapas), dan

rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).
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Jenis layanan yang diselenggarakan oleh Pemasyarakatan adalah sebagaiberikut :

NO. JENIS LAYANAN KET.
1. | LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI | Melaksanakan
2. | LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI | Mengusulkan
3. | LAYANAN ASIMILAS|I KATEGORI Melaksanakan
INTEGRASI UMUM

4. | LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI Mengusulkan
INTEGRASI

- | LAYANAN CUTI BERSYARATKATEGORI elakeanak

" | INTEGRASI elaksanakan

6. | LAYANAN CUTI BERSYARATKATEGORI Melaksanakan
INTEGRASI UMUM

7. [LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS Melaksanakan
KATEGORI INTEGRASI

8. | LAYANAN CUTI MENJELANGBEBAS Melaksanakan
KATEGORI INTEGRASI

9 | LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS Melaksanakan
KATEGORI INTEGRASI UMUM

10 | LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA | Melaksanakan
KATEGORI INTEGRASI UMUM

11 | LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT Melaksanakan
KATEGORI INTEGRASI

12 | LAYANAN PEMBEBASAN  BERSYARAT | Melaksanakan
KATEGORI INTEGRASI

13 | LAYANAN PEMBEBASAN  BERSYARAT | Melaksanakan
KATEGORI INTEGRASI UMUM

Standar pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana, dan
digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan internal maupun eksternal, dan

masyarakat.
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JENIS PELAYANAN : 1. LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-
04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-
04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-
13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
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NO KOMPONEN URAIAN
Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak.

2 a. Persyaratan - Persyaratan Substantif :

Asimilasi Kerja
Sosial di dalam
Lapas

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9
(sembilan) bulan terakhir;

b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;

c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan
paling singkat 9 (sembilan) bulan;

e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi
syarat diatas, juga harus memenubhi syarat :

1. telah mengikuti program deradikalisasi yang
diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;
2. menyatakan ikrar :

a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara tertulis bagi Narapidana
warga negara Indonesia

b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana warga negara asing

f. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana
korupsi selain harus memenuhi syarat diatas, juga
harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda
dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan; dan

g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu
paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari.

- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan
dokumen:

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani
oleh Kepala Lapas;

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh
Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh
Kepala Bapas;

d. salinan register F dari Kepala Lapas;
salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
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KOMPONEN URAIAN

f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan
diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga wali,
lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta,atau
yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desaatau
nama lain yang menyatakan bahwa :

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak
melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi
Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

h. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana
terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga
harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti
Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

i. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA)
selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga
harus melengkapi dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :

a) kedutaan besar/konsulat negara; dan

b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung
jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana
selama berada di wilayah Indonesia.

2. khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus
melampirkan surat keterangan dari Direktur
Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk  yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki
izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan)

j. asimilasi  kerja sosial di dalam  Lembaga
Pemasyarakatan diberikan kepada Narapidana kategori
PP 99 Tahun 2012 yang tidak dapat membayar denda.

k. demi kepentingan keamanan, Narapidana kategori PP
99 Tahun 2012 dapat melaksanakan asimilasi kerja
sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

I. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak
memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan
Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja
Sosial.
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b. Persyaratan
Asimilasi Kerja
Sosial di Luar Lapas

Persyaratan Substantif :

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9
(sembilan) bulan terakhir;

b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;

c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan
paling singkat 9 (sembilan) bulan;

e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi
syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :

1. telah mengikuti program deradikalisasi yang
diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;
2. menyatakan ikrar :

a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara tertulis bagi Narapidana
warga negara Indonesia;

b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana warga negara asing.

f. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana
terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan
negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat,
serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,
selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus
memenuhi syarat telah membayar lunas denda
dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan;

g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu
paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk
waktu dalam perjalanan;

h. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu
atau hari libur nasional.

Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan

dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
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laporan perkembangan pembinaan yang
ditandatangani oleh Kepala Lapas;

laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh
Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh
Kepala Bapas;

salinan register F dari Kepala Lapas;

salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan

diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali,

lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta,

atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala

desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau
tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi
Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana

terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas,
juga harus melengkapi surat keterangan telah
mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas
dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme;

khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA)

selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga

harus melengkapi dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :

a. kedutaan besar/konsulat negara; dan

b. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung
jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana
selama berada di wilayah Indonesia.

2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi
atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan
dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat
dimintakan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan);

. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak

memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan
Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja
Sosial;
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NO KOMPONEN URAIAN
I. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana
dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan
surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian
Kemasyarakatan dan rekomedasi hasil sidang Tim
Pegamat Pemasyarakata (TPP).
3 | Sistem, Mekanisme dan |- Lembaga Pemasyarakatan :

Prosedur

a

b.

-D

. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan

diusulkan pemberian asimilasi;

Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat
pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen;

TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada
Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah
memenuhi syarat;

Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan
rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas
menyampaikan usulan tersebut kepada DirekturJenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor
Wilayah;

Berkas usulan asimilasi di upload ke Sistem Informasi
Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;

Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas
melakukan perbaikan;

Hasil  perbaikan  usulan  pemberian  asimilasi
disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan
persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang
sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan
keputusan asimilasi;

Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan
asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

ivisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM:

a.

b.

Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
asimilasi;

Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi
kepada Kepala Kantor Wilayah;
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Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :
a.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi
usulan  asimilasi  kepada  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan;

Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;
Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan
asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
asimilasi;

Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan
maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala
Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Wilayah;

TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap usulan
asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
Direktur  Jenderal Pemasyarakatan meminta
rekomendasi dari instansi terkait;

Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan hasil
verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan
persetujuan terhadap keputusan pemberian asimilasi;
Dalam hal Menteri memberikan  persetujuan
sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal
Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan
keputusan pemberian asimilasi;

Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi
ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah;

Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana
yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan
prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan
terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya, dapat dilaksanakan di dalam
Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas
berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan hasil
rekomedasi sidang TPP UPT (diputuskan dalam sidang
TPP Pusat).
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Jangka Waktu
Penyelesaian

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
(tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;

Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3
(satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di
Lapas;

Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas
melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima;
Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga)
Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi
diterima dari Kepala Lapas;

Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan
pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian
asimilasi diterima dari Kepala Lapas;

Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi
terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi),
maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan
pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri
untuk mendapatkan persetujuan;

Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima;

Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pelaksanaan.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya.

Produk Pelayanan

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Tentang Pemberian :

a. Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas;
b. Asimilasi Kerja Sosial di luar Lapas.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

- Komputer & Printer;
- Alat Tulis Kantor;
- Jaringan Internet dan LAN;
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Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP
(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);
Scanner;

Telraam;

Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

Kompetensi Pelaksana

Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP);

Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat;

Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi;

Mampu  menghitung  pentahapan dan  ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
Lapas, Divisi Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan
Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada
masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 20




NO

KOMPONEN

URAIAN

10

Penanganan Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan
menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala
Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik
yang menyampaikan pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 16 orang:

a. Wali/Asesor Narapidana;

Pembimbing Kemasyarakatan;

Staf / Petugas Lapas;

Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala

Sub Seksi;

Kepala Bapas;

Kepala Lapas;

Staf / Petugas Kanwil;

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;

Kepala Divisi Pemasyarakatan;

Kepala Kanwil,

Staf/ Petugas Ditjenpas;

Kepala Subdit dan Kepala Seksi;

m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi;

n. Dirjen Pemasyarakatan;

0. Menteri Hukum dan HAM;

p. Instansi penegak hukum lain.

2 oo

N Ta e

12

Jaminan Pelayanan

Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut
biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif.

13

Jaminan Keamanan

Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak
di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal
atas nama Menteri;
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Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan
legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi
kerja sosial,

Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin
kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh
Narapidana yang bersangkutan;

Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan
atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan
pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan.
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A ALUR PROSES LAYANAN
ASIMILASI

KATEGORI INTEGRASI PP 99

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

. Melakukan Pendataan Narapidana

. Melengkapi Inputan data dan Dokumen

. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

. Verifikasi Sidang

. Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen
(Konsolidasi)

UPT

1. Terima Data dari Pusat
2. Cetak SK

ONOOTDA WN =

Tembusan

Pengusulan

KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan
Jangka Waktu : Max 3 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Tembusan

Pengembalian Kepada UPT
Apabila Ada Permintaan Perbaikan

UPT mengirimkan kembali usulan hasil
perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hari)

Pengiriman SK

KANWIL

Cetak SK

. Melakukan Verifikasi Usulan

. Melaksanakan Sidang TPP

. Meminta Rekomendasi Instansi Lain
. Meminta Surat Keterangan dibebaskan

dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal I]"J[N P"S

Imigrasi/Pejabat Imigrasi (Bagi WNA) 1. Gererate SKPeraongl

12 Hari - e
2. Penandatanganan Elektronik Dirjen
5. Membuat Nota Dinas Ke Menteri . :

A OWON -

Persetujuan Menteri

Jangka Waktu : Max 7 Hari Sejak “‘“S
KEMENTERIAN <terima dari Ditien Pas \Tﬁ‘m mrovcy DUAYA

TANPA PUNGLI, L’EPAT TRANSPARAN & OBJEKTIF

o e 2020
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JENIS PELAYANAN : 2. LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum - KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak.

2 | Persyaratan - Persyaratan Substantif :

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9
(sembilan) bulan terakhir;

b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;

c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan
paling singkat 9 (sembilan) bulan;

e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi
syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :

1. telah mengikuti program deradikalisasi yang
diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;
2. menyatakan ikrar :
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KOMPONEN

URAIAN

a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara tertulis bagi Narapidana
warga negara Indonesia;

b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana warga negara asing.

f. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu
paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk
waktu dalam perjalanan;

g. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu
atau hari libur nasional.

- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan
dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti
sesuai dengan putusan pengadilan;

c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani
oleh Kepala Lapas;

d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh
Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh
Kepala Bapas;
salinan register F dari Kepala Lapas;

. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan
diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali,
lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta,atau
yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desaatau
nama lain yang menyatakan bahwa :

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak
melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi
Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana
terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga
harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti
Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
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J. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA)
selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga
harus melengkapi dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :

a) kedutaan besar/konsulat negara; dan

b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung
jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana
selama berada di wilayah Indonesia.

2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi
atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan
dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat
dimintakan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan).

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

- Lembaga Pemasyarakatan :

a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan
diusulkan pemberian asimilasi;

b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat
pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen;

c. TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada
Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah
memenuhi syarat;

d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan
rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas
menyampaikan usulan tersebut kepada DirekturJenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor
Wilayah;

e. Berkas usulan asimilasi di upload ke Sistem Informasi
Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;

f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas
melakukan perbaikan;

g. Hasil perbaikan usulan  pemberian  asimilasi
disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan
persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
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h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang
sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan
keputusan asimilasi;

J- Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan
asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM:

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
asimilasi;

b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi
kepada Kepala Kantor Wilayah;

c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi
usulan  asimilasi  kepada  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan;

d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;

f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan
asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
asimilasi;

b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan
maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala
Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Wilayah;

c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri
menetapkan keputusan pemberian asimilasi;

d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi
ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah.
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4 | Jangka Waktu - Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
Penyelesaian (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas;

- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3
(satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di
Lapas;

- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas
melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari
terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima;

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga)
Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi
diterima dari Kepala Lapas;

- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan
pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian
asimilasi diterima dari Kepala Lapas;

- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima;

- Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pelaksanaan.

5 Biaya/Tarif Tidak ada biaya.
6 Produk Pelayanan - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Tentang Pemberian Asimilasi.

7 Sarana, Prasarana - Komputer & Printer;

dan/atau Fasilitas

- Alat Tulis Kantor;

- Jaringan Internet dan LAN;

- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP
(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);

- Scanner,

- Telraam;

- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 28



NO

KOMPONEN

URAIAN

Kompetensi Pelaksana

Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP);

Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat;

Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi;

Mampu  menghitung  pentahapan dan  ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
Lapas, Divisi Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan
Ditjenpas)

10

Penanganan Pengaduan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;
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Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan
menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala
Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik
yang menyampaikan pengaduan.

11 | Jumlah Pelaksana Minimal 14 orang:
a. Wali/Asesor Narapidana;
b. Pembimbing Kemasyarakatan;
c. Staf/Petugas Lapas;
d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
Sub Seksi;
e. Kepala Bapas;
f. Kepala Lapas;
g. Staf/Petugas Kanwil,
h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
J. Kepala Kanwil;
k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
I. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi;
n. Dirjen Pemasyarakatan.
12 | Jaminan Pelayanan Pelayanan pemberian Asimilasi tanpa dipungut biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif.
13 | Jaminan Keamanan Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak

di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal
atas nama Menteri.

Surat Keputusan Asimilasi memberikan legalitas bagi
Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi

Penerbitan ~ Surat  Keputusan  Asimilasi  dijamin
kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh
Narapidana yang bersangkutan.
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- Surat Keputusan Asimilasi dapat dibatalkan atau dicabut

apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau
pencabutan hak asimilasi

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

- Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan

sesuai dengan standar pelayanan.

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 31



N ALUR PROSES LAYANAN
ASIMILASI

KATEGORI INTEGRASI PP 28

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

. Melakukan Pendataan Narapidana

. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

. Verifikasi Sidang

. Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen
(Konsolidasi)

®

—

Tembusan

UPT

O~NOOORWN =

1. Terima Data dari Pusat
2. Cetak SK

Pengiriman SK

KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan
Jangka Waktu : Max 2 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Pengusulan

> ®
Tembusan

Pengembalian Kepada UPT
Apabila Ada Permintaan Perbaikan

UPT mengirimkan kembali usulan hasil > ﬂ"J[N Pns

perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hari) 1. Melakukan Verifikasi Usulan
2. Membuat Persetujuan
3. Generate SK Personal
4. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari I1zin Tinggal

dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA
(12 Hari)

5.Penandatanganan Elektronik Dirjen

119
“?X‘PEWUNGUTB“YA

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF

KANWIL

Cetak SK

O 2020
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JENIS PELAYANAN - 3. LAYANAN ASIMILASI KATEGORI
INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO KOMPONEN URAIAN

1 | Dasar Hukum - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
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Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun
2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti  Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
Anak;

a. Persyaratan
Asimilasi di
Lingkungan Lapas
bagi Narapidana

Persyaratan Substantif :

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6
(enam) bulan terakhir;

b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan
baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam
Lapas;

c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;

e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu
paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari
termasuk waktu dalam perjalanan.

Persyaratan ~ administratif  dibuktikan  dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam
surat keterangan dari Instansi penegak hukum;

c. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;

d. laporan  perkembangan  pembinaan  yang
ditandatangani oleh Kepala Lapas;

e. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat
oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai
tempat pelaksanaan asimilasi;

. salinan register F dari Kepala Lapas;

g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan
melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;

i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga,
wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi
swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah
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atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan

bahwa :

1. Narapidana tidak akan melarikan diri
dan/atau tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum; dan

2.  Membantu dalam membimbing dan
mengawasi Narapidana selama mengikuti
program Asimilasi.

j. bagi narapidana warga negara asing (WNA)
selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas,
juga harus melengkapi dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan
dari :

a) kedutaan besar/konsulat negara; dan

b) keluarga, orang, Kkorporasi yang
bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan narapidana selama berada di
wilayah Indonesia.

2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal
Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal;

k. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan
tidak bisa membayar denda tersebut, maka
pelaksanaan asimilasi dilakukan di lingkungan
dalam Lembaga Pemasyarakatan, (contoh : diarea
branggang);

|. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan
mampu membayar denda tersebut, maka
pelaksanaan asimilasi dilakukan di area luar
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, (contoh :
area parkir Lembaga Pemasyarakatan).

b. Persyaratan
Asimilasi Ke Lapas
Terbuka bagi
Narapidana

- Persyaratan Substantif :

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6
(enam) bulan terakhir;

b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan
baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam
Lapas;
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c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
dan
d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Persyaratan ~ administratif ~ dibuktikan  dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;

c. laporan  perkembangan  pembinaan  yang
ditandatangani oleh Kepala Lapas;

d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat
oleh  Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai
tempat pelaksanaan asimilasi;
salinan register F dari Kepala Lapas;

. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan
melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;

h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga,
wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi
swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah
atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan
bahwa :

1. Narapidana tidak akan melarikan diri
dan/atau  tidak melakukan  perbuatan
melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam  membimbing dan
mengawasi Narapidana selama mengikuti
program Asimilasi.

I. bagi narapidana warga negara asing (WNA)
selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas,
juga harus melengkapi dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan
dari :

a) kedutaan besar/konsulat negara; dan

b) keluarga, orang,  korporasi  yang
bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan narapidana selama berada di
wilayah Indonesia
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2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal
Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal.

c. Persyaratan
Asimilasi Kerja
Mandiri dan atau
Kerja Pihak Ketiga
bagi Narapidana

Persyaratan Substantif :

a.

berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6
(enam) bulan terakhir;

apabila penahanan terputus maka berkelakuan
baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam
Lapas;

aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;

Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu
paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari
termasuk waktu dalam perjalanan;

Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari
minggu atau hari libur nasional.

Persyaratan ~ administratif ~ dibuktikan  dengan
melampirkan dokumen :

a.

petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

bukti telah membayar lunas denda dan atau uang
pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
(bagi asimilasi kerja mandiri dan atau kerja pihak
ketiga di luar lapas);

laporan  perkembangan  pembinaan  yang
ditandatangani oleh Kepala Lapas;

laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat
oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuali
tempat pelaksanaan asimilasi;

salinan register F dari Kepala Lapas;

salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

surat pernyataan dari Narapidana tidak akan
melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;

surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga,
wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi
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swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah

atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan

bahwa :

1. narapidana tidak akan melarikan diri
dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan
melanggar hukum; dan

2. membantu dalam  membimbing dan
mengawasi Narapidana selama mengikuti
program Asimilasi

i. bagi narapidana warga negara asing (WNA)
selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas,
juga harus melengkapi dokumen :

a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan
dari :

1. kedutaan besar/konsulat negara; dan

2. keluarga, orang, korporasi yang
bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan narapidana selama berada di
wilayah Indonesia.

b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal
Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan).

j. dalam hal asimilasi kerja pihak ketiga harus
melampirkan surat perjanjian kerja sama antara

Lembaga Pemasyarakatan dengan Pihak Ketiga.

c. Persyaratan - Persyaratan Substantif :

Asimilasi bagi Anak a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan terakhir;

b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan
baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam
LPKA;

c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d. telah menjalani pidana paling singkat 3 (tiga)
bulan;
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e. Anak menjalankan Asimilasi dalam waktu paling
lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk
waktu dalam perjalanan.

f. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari
minggu atau hari libur nasional.

Asimilasi Tidak diberikan kepada Anak :

a. Yyang terancam jiwanya;

b. yang sedang menjalani pidana penjara seumur
hidup.

Asimilasi Anak dilaksanakan dalam bentuk :

a. kegiatan pendidikan;

b. latihan keterampilan;

c. latihan kerja sosial;

d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakatan.

Persyaratan ~ administratif ~ dibuktikan  dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. laporan  perkembangan  pembinaan  yang
ditandatangani oleh Kepala LPKA;

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat
oleh  Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai
tempat pelaksanaan asimilasi;

d. salinan register F dari Kepala LPKA;

. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;

f. surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan
diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar
hukum;

g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga,
wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi
swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah
atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan
bahwa :

1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak
melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam  membimbing  dan
mengawasi Anak selama mengikuti program
Asimilasi.

h. bagi Anak warga negara asing (WNA) selain
memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga
harus melengkapi dokumen :
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1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari

a) kedutaan besar/konsulat negara; dan

b) keluarga, orang, Kkorporasi Yyang
bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan Anak selama berada di wilayah
Indonesia.

2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal
Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal.

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan/LPKA :

a. Petugas Lapas/LPKA mendata Narapidana atau
Anak yang akan diusulkan pemberian Asimilasi;

b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat
pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen;

c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan
asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data
Narapidana atau Anak yang telah memenuhi
syarat;

d. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan
berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA,
selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan
usulan tersebut kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor
Wilayah;

e. Berkas usulan asimilasi di upload ke Sistem
Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur
Integrasi;

f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan
asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
maka  petugas Lapas/[LPKA  melakukan
perbaikan;

g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi
disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk
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mendapatkan persetujuan dengan tembusan
Kepala Kantor Wilayabh;

Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM :

a.

Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
asimilasi;

Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan
asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah;

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil
verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas mencetak tembusan salinan keputusan
asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;

Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a.

Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
asimilasi;

Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat
perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan
kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan
perbaikan dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah;
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c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah
benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas
nama Menteri menetapkan keputusan pemberian
asimilasi;

d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan
asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
(tujuh) hari Narapidana atau Anak berada di
Lapas/LPKA,;

Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama :

a. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama
1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana
berada di Lapas;dan

b. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama
3 bulan sejak Anak berada di LPKA.

Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas

Lapas/LPKA melakukan perbaikan dalam jangka waktu

3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan

asimilasi diterima;

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap

tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua)

Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima

dari Kepala Lapas/LPKA,

Dirjenpas melakukan verifikasi terhadap usul

pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung

sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari

Kepala Lapas/LPKA

Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian
usul pemberian Asimilasi diterima;

Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima;

Petugas Lapas/LPKA mencetak salinan keputusan

asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari
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Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum
tanggal pelaksanaan.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Tentang Pemberian :

a. Asimilasi di Lingkungan Lapas Bagi Narapidana;

b. Asimilasi Ke Lapas Terbuka Bagi Narapidana;

c. Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak
Ketiga Bagi Narapidana;

d. Asimilasi Bagi Anak.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Komputer & Printer;

Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet dan LAN;

Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen
projektor,dll);

Scanner;

Telraam;

Aplikasi SDP Fitur Integrasi;

Kompetensi Pelaksana

Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP);

Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan;

PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana
telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan;

Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor
03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18

Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
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Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Memahami Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi;

Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
Lapas/LPKA, Divisi Pemasyarakatan, dan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan.

Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,
Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;

Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi
arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 15 orang:

a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;

b. Pembimbing Kemasyarakatan;

c. Staf/Petugas Lapas;

d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
Sub Seksi;

Kepala Bapas;

f. Kepala Lapas/LPKA;

@
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g. Staf/Petugas Kanwil,
h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
I. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
j.  Kepala Kanwil,
k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
I.  Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja

Produksi;
n. Direktur Bimbingan  Kemasyarakatan  dan
Pengentasan Anak;

0. Dirjen Pemasyarakatan.

12 | Jaminan Pelayanan Pelayanan pemberian Asimilasi tanpa dipungut biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif.

13 | Jaminan Keamanan Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial
dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik
Direktur Jenderal atas nama Menteri;
Surat Keputusan Asimilasi/Anak memberikan legalitas
bagi Narapidana/Anak untuk mendapatkan hak;
Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin
kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh
Narapidana/Anak yang bersangkutan;
Surat Keputusan Asimilasi dapat dibatalkan ataudicabut
apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan
atau pencabutan hak asimilasi.

14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan

Pelaksana

sesuai dengan standar pelayanan.
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<P ALUR PROSES LAYANAN
ASIMILASI

KATEGORI INTEGRASI UMUM

1. Melakukan Pendataan Narapidana/Anak

2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen

3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

4. Melaksanakan Sidang TPP

5. Kontrol Sidang

6. Verifikasi Sidang

7. Upload Surat Pengantar

8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen
(Konsolidasi)

1. Terima Data dari Pusat
2. Cetak SK

@) |
[¢5]
{ )
©
Tembusan g
kS
G
Q.
KANWIL
% Melakukan Verifikasi Usulan
S Jangka Waktu : Max 2 Hari
a

Sejak Usulan diterima dari UPT

KANWIL

Cetak SK

Pengembalian Kepada UPT
Apabila Ada Permintaan Perbaikan

UPT mengirimkan kembali usulan hasil < HITJ[N pns

perbaikan kepada Ditien Pas (Max 3 Hari) 1. Melakukan Verifikasi Usulan
2. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal
dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA
(12 Hari)
3. Membuat Persetujuan
4. Generate SK Personal
5. Penandatanganan Elektronik Dirjen

TANPA []IPUNGUTB'AYA

TANPA PUNGL!, CEPAT TRANSPARAN & OBJEKTIF

00
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1 | Dasar Hukum - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.04  Tahun 2012  Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-13.PK.01.05.06 @ Tahun 2014  Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Keputusan  Direktur  Jenderal = Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
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Persyaratan

Persyaratan Substantif :

a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan;

b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
masa pidana;

c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan)
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua
per tiga) masa pidana;

d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam
Lapas;

e. pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka
waktu paling lama 4 (empat) bulan;

f. bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus
telah membayar lunas denda dan atau uang
pengganti;

g. bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan
kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang
menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan
ikrar:

1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi
Narapidana warga negara Indonesia; atau

2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana warga negara asing.

Persyaratan ~ Administratif ~ dibuktikan ~ dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. laporan  perkembangan  pembinaan  yang
ditandatangani oleh Kepala Lapas;

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat
oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui
oleh Kepala Bapas;

d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang
rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap
Narapidana yang bersangkutan;

. salinan register F dari Kepala Lapas;
f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
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. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan

. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga,

melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;

wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi

swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau

kepala desa atau nama lain yang menyatakan
bahwa :

1 narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau
tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
dan

2. membantu  dalam  membimbing  dan
mengawasi Narapidana selama mengikuti
program Cuti Bersyarat.

salinan surat keterangan pelaku utama dari

kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak

pidana money laundering, trafficking, illegal
logging, illegal fishing;

bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana

terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas,

juga harus melengkapi surat keterangan telah
mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala

Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme;

bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana

korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas,

juga harus melampirkan bukti telah membayar
lunas denda dan/atau uang pengganti;

bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain

memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga

harus melengkapi dokumen :

1 surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
b) keluarga, orang, korporasi yang

bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan narapidana selama berada di
wilayah Indonesia.

2 surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi
atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
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(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan);

3. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice
dan  jaringan kejahatan  transnasional
teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-
Interpol Indonesia.

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan :
a.

Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana
Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti
Bersyarat;

Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat
pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan
dokumen;

TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti
Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas
berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi
syarat;

Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan
berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya
Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian
Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah;

Berkas usulan Cuti Bersyarat di upload ke Sistem
Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur
Integrasi.

Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
maka petugas melakukan perbaikan;

Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat
disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada
Direktur ~ Jenderal = Pemasyarakatan  untuk
mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala
Kantor Wilayah;

Petugas mencetak salinan keputusan cuti bersyarat
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas memeriksa salinan keputusan cuti
bersyarat;
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J- Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
cuti bersyarat;

b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti
bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;

c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil
verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti
bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

e. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti
bersyarat;

f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap
salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
cuti bersyarat;

b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat
perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan
kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan
dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;

c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama
Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti
bersyarat;

d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
(tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;
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Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3
(satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di
Lapas;

dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri
tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas)
hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti
Bersyarat tetap diberikan;

Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul
pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian
Cuti Bersyarat;

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2
(dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat
diterima dari Kepala Lapas;

Direktur ~ Jenderal  Pemasyarakatan = melakukan
verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat
paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan
pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima;

Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pelaksanaan.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya.

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang
Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99 kepada
Narapidana.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Komputer & Printer;

Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet dan LAN;

Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen
projektor,dll);

Scanner;

Telraam;
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Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

Kompetensi
Pelaksana

Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan;

PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana
telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan;

Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18
Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Memahami Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi.

Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan
Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan.
Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,
Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan
Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;
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Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.

11 | Jumlah Pelaksana Minimal 14 orang:
a. Wali/Asesor Narapidana;
b. Pembimbing Kemasyarakatan;
c. Staf/Petugas Lapas;
d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
Sub Seksi
e. Kepala Bapas;
f. Kepala Lapas;
g. Staf/Petugas Kanwil;
h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
J.  Kepala Kanwil,
k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
|.  Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi;
n. Dirjen Pemasyarakatan.
12 | Jaminan Pelayanan Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut
biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif.
13 | Jaminan Keamanan Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di

Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal
atas nama Menteri;

Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas
bagi Narapidana untuk mendapatkan hak cuti bersyarat;
Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin

kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh
Narapidana yang bersangkutan;
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- Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau
dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan
pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat.

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan.
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JENIS PELAYANAN . 5. LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI
INTEGRASI PP 28

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Keputusan  Direktur  Jenderal =~ Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

2 | Persyaratan - Persyaratan Substantif :
- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan;

b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
masa pidana;

c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan)
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua
per tiga) masa pidana;

d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam
Lapas;

e. pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka
waktu paling lama 4 (empat) bulan;

f. bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan
kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang
menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan
ikrar:

1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi
Narapidana warga negara Indonesia; atau
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2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindakpidana
terorisme secara tertulis bagi Narapidana
warga negara asing.

Persyaratan ~ Administratif ~ dibuktikan  dengan
melampirkan dokumen :

a.

petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

laporan  perkembangan  pembinaan  yang

ditandatangani oleh Kepala Lapas;

laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat

oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui
oleh Kepala Bapas;

surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang
rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap

Narapidana yang bersangkutan;

salinan register F dari Kepala Lapas;

salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

surat pernyataan dari Narapidana tidak akan
melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum

surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga,
wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi
swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau
kepala desa atau nama lain yang menyatakan
bahwa :

1 narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau
tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
dan

2 membantu  dalam  membimbing  dan
mengawasi Narapidana selama mengikuti
program Cuti Bersyarat.

bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana

terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas,
juga harus melengkapi surat keterangan telah
mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala

Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme;

bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain

memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga

harus melengkapi dokumen :
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1 surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
b) keluarga, orang, korporasi  yang

bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan narapidana selama berada di
wilayah Indonesia.

2 surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi
atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan  bahwa yang  bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan);

3. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice
dan  jaringan kejahatan  transnasional
teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-
Interpol Indonesia.

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan :

a.

Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana
Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti
Bersyarat;

Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat
pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan
dokumen;

TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti
Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas
berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi
syarat;

Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan
berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya
Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian
Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah;

Berkas usulan Cuti Bersyarat di upload ke Sistem
Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur
Integrasi;

Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
maka petugas melakukan perbaikan;
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g.

Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat
disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada
Direktur ~ Jenderal = Pemasyarakatan  untuk
mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala
Kantor Wilayah;

Petugas mencetak salinan keputusan cuti bersyarat
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas memeriksa salinan keputusan cuti
bersyarat.

Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM :

a.

Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
cuti bersyarat;

Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti
bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil
verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti
bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas memeriksa salinan keputusan cuti
bersyarat;

Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap
salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a.

b.

C.

Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
cuti bersyarat;

Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat
perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan
kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan
dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama
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Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti
bersyarat;

d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jangka Waktu
Penyelesaian

- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
(tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;

- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3
(satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di
Lapas;

- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri
tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas)
hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti
Bersyarat tetap diberikan;

- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul
pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian
Cuti Bersyarat;

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2
(dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat
diterima dari Kepala Lapas;

- Direktur Jenderal = Pemasyarakatan = melakukan
verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat
paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan
pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima;

- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pelaksanaan.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang
Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28 kepada
Narapidana.

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 61



NO

KOMPONEN

URAIAN

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Komputer & Printer;

Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet dan LAN;

Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
TPP  (meja, kursi, in focus projektor, screen
projektor,dll);

Scanner;

Telraam;

Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

Kompetensi
Pelaksana

Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan;

PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18
Tah un 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Memahami Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi

Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan
Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan.

Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan Internal  Pemasyarakatan (SATOPS
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PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,
Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan
Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan Klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 14 orang:

a. Wali/Asesor Narapidana;

Pembimbing Kemasyarakatan;

Staf / Petugas Lapas;

Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala

Sub Seksi;

Kepala Bapas;

Kepala Lapas;

Staf / Petugas Kanwil;

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;

Kepala Divisi Pemasyarakatan;

Kepala Kanwil;

Staf/ Petugas Ditjenpas;

I.  Kepala Subdit dan Kepala Seksi;

m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi;

n. Dirjen Pemasyarakatan;

oo o
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12

Jaminan Pelayanan

Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut
biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif.

13

Jaminan Keamanan

Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di
Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur
Jenderal atas nama Menteri.
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- Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas
bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti
Bersyarat

- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin
kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh
Narapidana yang bersangkutan.

- Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau
dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan
pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan.
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ALUR PROSES LAYANAN
)8 CUTI BERSYARAT

PENGAYOMAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
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JENISPELAYANAN @ 6. LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI
INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan
Pidana Anak;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.04  Tahun 2012  Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-13.PK.01.05.06 = Tahun 2014  Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Keputusan  Direktur  Jenderal = Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
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Persyaratan

Persyaratan Substantif :

Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang
telah memenuhi syarat :

a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan;

b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
masa pidana;

c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam)
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua
per tiga) masa pidana;

d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam
Lapas.

Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang telah

memenuhi syarat :

a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun;

b. telah menjalani paling sedikit 1/2 (setengah) masa
pidana;

c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan
terakhir;

d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung
sejak mulai ditahan kembali didalam LPKA.

Cuti Bersyarat bagi Anak diberikan untuk jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan.

Persyaratan ~ Administratif ~ dibuktikan ~ dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara
Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau
Anak yang ditandatangani oleh  Kepala
Lapas/LPKA,

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat
oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui
oleh Kepala Bapas;
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surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang

rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap

Narapidana atau Anak yang bersangkutan;

salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA,;

salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;

surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak
akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga,

Wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah

atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan

bahwa :

1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan
diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar
hukum; dan

2. Membantu  dalam  membimbing  dan
mengawasi Narapidana atau Anak selama
mengikuti program Cuti Bersyarat.

bagi Narapidana atau Anak warga negara asing

(WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen

diatas, juga harus melengkapi dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari

a) kedutaan besar/konsulat negara; dan

b) keluarga, orang, korporasi  yang
bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan narapidana atau Anak selama
berada di wilayah Indonesia.

2. Surat keterangan dari Direktur Jenderallmigrasi
atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan  bahwa yang bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan);

3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red
notice dan jaringan kejahatan transnasional
teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-
Interpol Indonesia.

salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari

kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak

pidana money laundering, trafficking, illegal
logging dan illegal fishing.
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Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan/LPKA :

a.

Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan
Anak Kategori Integrasi Umum (Non PP28/PP 99)
yang diusulkan Cuti Bersyarat;

Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat
pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan
dokumen;

TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan Cuti
Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala
Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan
Anak yang telah memenuhi syarat;

Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan
berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA,
selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan
usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah;

Berkas usulan Cuti Bersyarat di upload ke Sistem
Informasi Pemasyarakatan melalui SDP  Fitur
Integrasi;

Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan;
Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat
disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk
mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala
Kantor Wilayah;

Petugas harus mencetak salinan keputusan cuti
bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas memeriksa salinan keputusan cuti
bersyarat;

Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM:

a.

Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti
bersyarat;
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b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti
bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;

c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil
verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti
bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

e. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti
bersyarat;

f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap
salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti
bersyarat;

b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat
perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan
kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan
perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Wilayah;

c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama
Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti
bersyarat;

d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
(tujun) Hari Narapidana dan Anak berada di
Lapas/LPKA,

Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3
(satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di
Lapas;

Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3
(tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA,;

Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan
surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua
belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk
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Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan
dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;

Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul
pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian
Cuti Bersyarat;

dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku
utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan
paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat
pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas/LPKA
melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan
pelaku utama;

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2
(dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti
Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA;
Direktur ~ Jenderal = Pemasyarakatan ~ melakukan
verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat
paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan
pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala
Lapas/LPKA ;

Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima;

Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pelaksanaan.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya.

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Umum (Non
PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Komputer & Printer;

Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet dan LAN;

Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
TPP (meja, Kkursi, in focus projektor, screen
projektor,dll);
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Scanner
Telraam
Aplikasi SDP Fitur Integrasi

Kompetensi Pelaksana

Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor
03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun
2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Memahami Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi;

Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural
di Lapas/LPKA, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan.
Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,
Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 72




NO

KOMPONEN

URAIAN

Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi
arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan Kklarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 15 orang:

a. Wali/Asesor Narapidana;

Pembimbing Kemasyarakatan;

Staf / Petugas Lapas/LPKA,;

Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala

Sub Seksi;

Kepala Bapas;

Kepala Lapas/LPKA,;

Staf / Petugas Kanwil;

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;

Kepala Divisi Pemasyarakatan;

Kepala Kanwil;

Staf/ Petugas Ditjenpas;

I. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;

m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi;

n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak;

0. Dirjen Pemasyarakatan;

oo o
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12

Jaminan Pelayanan

Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut
biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif;

13

Jaminan Keamanan

Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di
Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur
Jenderal atas nama Menteri;

Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas
bagi Narapidana dan Anak untuk mendapatkan hak cuti
bersyarat;

Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin
kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh
Narapidana dan Anak yang bersangkutan;

Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau
dicabut apabila Narapidana dan Anak memenuhi
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ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti
Bersyarat.

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan.
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ALUR PROSES LAYANAN
CUTI BERSYARAT

KATEGORI INTEGRASI UMUM
(NON PP 28/PP99)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
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JENIS PELAYANAN : 7. LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI
INTEGRASI PP 99

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
Dan  Pembimbingan  Warga  Binaan
Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99
Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
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Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
Perhitungan  Masa  Menjalani  Pidana
Narapidana dan Anak.

Persyaratan - Persyaratan Substantif :

a. telah menjalani sekurang — kurangnya 2/3
(dua per tiga) masa pidana, dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana
tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan)
bulan;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa
pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan)
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal
2/3 (dua per tiga) masa pidana;

c. apabila penahanan terputus maka
berkelakuan baik dalam kurun waktu 9
(sembilan) bulan terakhir dihitung sejak
mulai ditahan kembali didalam Lapas;

d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar
remisi terakhir, paling lama 3 (tiga)
bulan. Remisi terakhir yang dimaksud
adalah jumlah remisi yang diterima pada
tahun tersebut.

- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan
melampirkan dokumen :
a. petikan putusan pengadilan dan Berita
Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
b. laporan  perkembangan  pembinaan
Narapidana yang yang ditandatangani
oleh Kepala Lapas;
c. laporan penelitian kemasyarakatan yang

dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan yang diketahui oleh
Kepala Bapas;

d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri
tentang rencana pemberian  Culti
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Menjelang Bebas terhadap Narapidana

yang bersangkutan;

salinan register F dari Kepala Lapas;

salinan daftar perubahan dari Kepala

Lapas;

surat pernyataan dari Narapidana tidak

akan melakukan perbuatan melanggar

hukum;

surat jaminan kesanggupan dari pihak

keluarga, wali, lembaga sosial, yang

diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa
atau nama lain yang menyatakan bahwa :

1. Narapidana tidak akan melarikan diri
dan/atau  melakukan  perbuatan
melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan
mengawasi  Narapidana  selama
mengikuti program Cuti Menjelang
Bebas.

bagi narapidana warga negara asing

(WNA) selain memenuhi kelengkapan

dokumen diatas, juga harus melengkapi

dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri
dan akan menaati persyaratan yang
telah ditentukan dari :

a) kedutaan besar/konsulat negara;

dan
b) keluarga, orang, korporasi yang
bertanggung jawab atas

keberadaan dan kegiatan
narapidana selama berada di
wilayah Indonesia.

2. Surat Kketerangan dari Direktur
Jenderal Imigrasi atau Pejabat
Imigrasi  yang ditunjuk  yang
menyatakan bahwa yang
bersangkutan  dibebaskan  dari
kewajiban memiliki izin tinggal
(surat dimintakan oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan);

3. Surat keterangan tidak terdaftar
dalam red notice dan jaringan
kejahatan transnasional teroganisasi
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lainnya dari Sekretariat NCB-
Interpol Indonesia.
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Sistem, Mekanisme dan - Lembaga Pemasyarakatan :

Prosedur a. Petugas pemasyarakatan mendata
Narapidana Narapidana Kategori
Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti
Menjelang Bebas;

b. Pemenuhan Pendataan dilakukan
terhadap  syarat pemberian  Cuti
Menjelang Bebas dan kelengkapan
dokumen;

c. TPP Lapas merekomendasikan usulan
Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana
kepada Kepala Lapas berdasarkan data
Narapidana yang telah memenuhi syarat;

d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan
berdasarkan rekomendasi TPP Lapas,
Selanjutnya Kepala Lapas
menyampaikan usulan pemberian Cuti
Menjelang Bebas kepada Direktur

Jenderal Pemasyarakatan dengan
tembusan  kepada Kepala Kantor
Wilayah;

e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di
upload ke Sistem Informasi
Pemasyarakatan melalui SDP  Fitur
Integrasi;

f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan
Cuti Menjelang Bebas dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas
melakukan perbaikan;

g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti
Menjelang Bebas disampaikan kembali
olen Kepala Lapas kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan untuk
mendapatkan persetujuan dengan
tembusan Kepala Kantor Wilayah;

h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti
Menjelang Bebas yang sudah
mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

i. Petugas memeriksa salinan keputusan
Cuti Menjelang Bebas;

J.  Apabila terdapat kesalahan terhadap
salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas
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disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan
pemberian Cuti Menjelang Bebas;

b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi
usulan Cuti Menjelang Bebas kepada
Kepala Kantor Wilayah;

c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan
hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang
Bebas kepada  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan;

d. Petugas mencetak tembusan salinan
keputusan Cuti Menjelang Bebas yang
sudah  mendapatkan otorisasi  dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

e. Petugas memeriksa salinan keputusan
Cuti Menjelang Bebas;

f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan
terhadap  salinan  keputusan  Cuti
Menjelang Bebas disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan
pemberian Cuti Menjelang Bebas;

b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila
terdapat perbaikan maka usulan Cuti
Menjelang Bebas dikembalikan kepada
Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan
dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Wilayah;

c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang
sudah  benar,  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan atas nama Menteri
menetapkan keputusan pemberian Cuti
Menjelang Bebas;

d. Petugas berdasarkan penetapan
keputusan Cuti Menjelang Bebas dari
Direktur  Jenderal Pemasyarakatan
melakukan otorisasi ke UPT
Pemasyarakatan dan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah.
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Jangka Waktu Penyelesaian - Kelengkapan dokumen wajib dimintakan
setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di
Lapas;

- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling
lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak
Narapidana berada di Lapas;

- Dalam hal surat pemberitahuan tidak
mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan
Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk
narapidana terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan dikirim, Cuti  Menjelang
Bebas tetap diberikan;

- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan
surat keterangan dibebaskan dari kewajiban
memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua
belas) Hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima;

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi
terhadap tembusan usul pemberian Cuti
Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari
terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang
Bebas diterima dari Kepala Lapas;

- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan
verifikasi terhadap usul pemberian Cuti
Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti
Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas;

- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan
usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal
pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang
Bebas;

- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti
Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan
otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pelaksanaan.

Biaya/Tarif Tidak ada biaya

Produk Pelayanan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori
Integrasi PP 99 kepada Narapidana.

Sarana, Prasarana dan/atau - Komputer & Printer;
Fasilitas - Alat Tulis Kantor;
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- Jaringan Internet dan LAN;

- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan
Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor,
screen projektor,dll);

- Scanner;

- Telraam;

- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

Kompetensi Pelaksana

- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995tentang
Pemasyarakatan;

- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan;

- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Memahami Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020
Tentang  Petunjuk  Teknis  Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;

- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP
Fitur Integrasi;

- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
struktural di  Lapas, Kanwil, dan Ditjen
Pemasyarakatan.
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10

Penanganan Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui
sarana Yyang disediakan Lapas, Kanwil,
dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan
Pengaduan dengan menyampaikan
rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala
Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan
memberi arahan dalam rangka merespon
pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan
melakukan perbaikan dan/atau memberikan
klarifikasi kepada publik yang menyampaikan
pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 14 orang:

a. Wali/Asesor Narapidana;

Pembimbing Kemasyarakatan;

Staf / Petugas Lapas;

Kepala Bidang dan Kepala Seksi

dan/atau Kepala Sub Seksi;

Kepala Bapas;

Kepala Lapas;

Staf / Petugas Kanwil;

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;

Kepala Divisi Pemasyarakatan;

Kepala Kanwil,

Staf/ Petugas Ditjenpas;

I. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;

m. Direktur Pembinaan Narapidana dan
Latihan Kerja Produksi;

n. Dirjen Pemasyarakatan;

oo o

X oK oo

12

Jaminan Pelayanan

Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas
tanpa dipungut biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif .
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13

Jaminan Keamanan

Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang
Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan
elektronik Direktur Jenderal atas nama
Mentert;

Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas
memberikan legalitas bagi Narapidana untuk
mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas;
Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang
Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan
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diterima langsung oleh Narapidana yang
bersangkutan;

- Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat
dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana
memenuhi  ketentuan  pembatalan  atau
pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau
kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
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| ALUR PROSES LAYANAN
i CUTI MENJELANG BEBAS

PENGAYOMAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

. Melakukan Pendataan Narapidana

. Melengkapi Inputan data dan Dokumen

. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

. Verifikasi Sidang u P '|'

. Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen 1. Terima Data dari Pusat
(Konsolidasi) 2. Cetak SK H-3

ONOOTPA WN =

Tembusan

Pengiriman SK

KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan
Jangka Waktu : Max 2 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

[/ R L

= Tembusan 8. ° % .

Pengembalian Kepada UPT ﬁ‘ﬁ‘@ K n N WI I.

Apabila Ada Permintaan Perbaikan Cetak SK

DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan (Max 3 Hari)
2. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal

dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi Bagi WNA
(12 Hari)

3. Membuat Persetujuan

4. Generate SK Personal

5. Penandatanganan Elektronik Dirjen

o

~
Y
=
2]
]
)]
=
(0

Q

TANPA DIPUNGUT
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JENIS PELAYANAN :

8. LAYANAN

CUTI MENJELANG BEBAS

KATEGORI INTEGRASI PP 28

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan;

PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020
Tentang  Petunjuk  Teknis  Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

Persyaratan

Persyaratan Substantif :

a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3
(dua per tiga) masa pidana, dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana
tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan)
bulan;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa
pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan)
bulan terakhir dihitung sebelum tanggal
2/3 (dua per tiga) masa pidana;

c. apabila penahanan terputus maka
berkelakuan baik dalam kurun waktu 9
(sembilan) bulan terakhir dihitung sejak
mulai ditahan kembali didalam Lapas;

d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar
remisi terakhir, paling lama 3 (tiga)
bulan. Remisi terakhir yang dimaksud
adalah jumlah remisi yang diterima pada
tahun tersebut.

Persyaratan Administratif dibuktikan dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan Berita
Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

b. laporan perkembangan pembinaan
Narapidana yang yang ditandatangani
oleh Kepala Lapas;

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang
dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan yang diketahui oleh
Kepala Bapas;

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 89




NO

KOMPONEN

URAIAN

surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri
tentang
Menjelang Bebas terhadap Narapidana
yang bersangkutan;

salinan register F dari Kepala Lapas;
salinan daftar perubahan dari Kepala
Lapas;

surat pernyataan dari Narapidana tidak
akan melakukan perbuatan melanggar
hukum;

surat jaminan kesanggupan dari pihak
keluarga, wali, lembaga sosial, yang
diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa
atau nama lain yang menyatakan bahwa

1. Narapidana tidak akan melarikan
diri dan/atau melakukan perbuatan
melanggar hukum; dan

2.  Membantu dalam membimbing dan
mengawasi  Narapidana selama
mengikuti program Cuti Menjelang
Bebas.

bagi narapidana warga negara asing

(WNA) selain memenuhi kelengkapan

dokumen diatas, juga harus melengkapi

dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri
dan akan menaati persyaratan yang
telah ditentukan dari :

a)

b)

wilayah Indonesia.

2. Surat keterangan dari Direktur
Jenderal Imigrasi atau pejabat
imigrasi  yang ditunjuk  yang
menyatakan bahwa yang
bersangkutan dibebaskan dari
kewajiban memiliki izin tinggal

rencana  pemberian  Cuti

kedutaan besar/konsulat
negara; dan

keluarga, orang, korporasi yang
bertanggung jawab atas
keberadaan  dan  kegiatan
narapidana selama berada di
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NO KOMPONEN URAIAN
(surat dimintakan oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan);

3. Surat keterangan tidak terdaftar
dalam red notice dan jaringan
kejahatan transnasional teroganisasi
lainnya dari Sekretariat NCB-
Interpol Indonesia.

3 | Sistem, Mekanisme dan - Lembaga Pemasyarakatan :

Prosedur

a.

Petugas  pemasyarakatan =~ mendata
Narapidana  Narapidana  Kategori
Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti
Menjelang Bebas;

Pemenuhan  Pendataan  dilakukan
terhadap syarat pemberian  Cuti
Menjelang Bebas dan kelengkapan
dokumen;

TPP Lapas merekomendasikan usulan
Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana
kepada Kepala Lapas berdasarkan data
Narapidana yang telah memenuhi syarat;
Apabila Kepala Lapas menyetujui
usulan berdasarkan rekomendasi TPP
Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas
menyampaikan usulan pemberian Cuti
Menjelang Bebas kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan ~ dengan
tembusan kepada Kepala Kantor

Wilayah;
Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di
upload ke Sistem Informasi
Pemasyarakatan melalui SDP Fitur
Integrasi;

Apabila ada permintaan perbaikanusulan
Cuti Menjelang Bebas dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan, makapetugas
melakukan perbaikan;

Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti
Menjelang Bebas disampaikan kembali
olen Kepala Lapas kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan untuk
mendapatkan persetujuan dengan
tembusan Kepala Kantor Wilayah;

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 91



NO

KOMPONEN

URAIAN

Petugas mencetak salinan keputusanCuti
Menjelang  Bebas yang  sudah
mendapatkan otorisasi dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

Petugas memeriksa salinan keputusan
Cuti Menjelang Bebas;

Apabila terdapat kesalahan terhadap
salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas
disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM :

a.

Petugas melakukan verifikasi usulan
pemberian Cuti Menjelang Bebas;
Petugas menyampaikan hasil verifikasi
usulan Cuti Menjelang Bebas kepada
Kepala Kantor Wilayah;

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan
hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang
Bebas kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

Petugas mencetak tembusan salinan
keputusan Cuti Menjelang Bebas yang
sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa salinan keputusan
Cuti Menjelang Bebas;

Apabila terdapat kesalahan perhitungan
terhadap salinan  keputusan  Cuti
Menjelang Bebas disampaikan kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a.

b.

Petugas melakukan verifikasi usulan
pemberian Cuti Menjelang Bebas;
Berdasarkan hasil verifikasi apabila
terdapat perbaikan maka usulan Cuti
Menjelang Bebas dikembalikan kepada
Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan
dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Wilayah;
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c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang
sudah  benar,  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan atas nama Menteri
menetapkan keputusan pemberian Cuti
Menjelang Bebas;

d. Petugas berdasarkan penetapan
keputusan Cuti Menjelang Bebas dari
Direktur ~ Jenderal = Pemasyarakatan
melakukan otorisasi ke UPT
Pemasyarakatan dan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah.

Jangka Waktu Penyelesaian

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan
setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di
Lapas;

Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi
paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana
sejak Narapidana berada di Lapas;

Dalam hal surat pemberitahuan tidak
mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan
Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk
narapidana terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang
Bebas tetap diberikan;

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi
terhadap tembusan usul pemberian Cuti
Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari
terhitung sejak tanggal usulan Cuti
Menjelang Bebas diterima dari Kepala
Lapas;

Direktur Jenderal Pemasyarakatan
melakukan  verifikasi  terhadap  usul
pemberian Cuti Menjelang Bebas paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal
usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas
diterima dari Kepala Lapas;

Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan
surat keterangan dibebaskan dari kewajiban
memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua
belas) Hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima;
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- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul
pemberian Cuti Menjelang Bebas palinglama
3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal
pengembalian usul pemberian Cuti
Menjelang Bebas.

5 | Biaya/Tarif Tidak ada biaya
6 | Produk Pelayanan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan ~ Tentang  Pemberian  Cuti
Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 28 kepada
Narapidana.
7 | Sarana, Prasarana dan/atau - Komputer & Printer;
Fasilitas - Alat Tulis Kantor;

- Jaringan Internet dan LAN;

- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi
dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus
projektor, screen projektor,dll);

- Scanner;

- Telraam;

- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

8 | Kompetensi Pelaksana - Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan;

- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan;

- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28
Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Memahami Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020
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Tentang  Petunjuk  Teknis  Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;
Mampu mengoperasikan komputer dan SDP
Fitur Integrasi;

Mampu menghitung pentahapan dan
ekspirasi menggunakan Telraam.

9 | Pengawasan Internal - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen
Pemasyarakatan.

- Pengawasan  dilakukan  oleh  Satuan
Operasional Kepatuhan Internal
Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada
masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah,
dan Ditjenpas)

10 | Penanganan Pengaduan Publik menyampaikan pengaduan melalui
sarana Yyang disediakan Lapas, Kanwil,
dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan
Pengaduan dengan menyampaikan
rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala
Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan
memberi arahan dalam rangka merespon
pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan
melakukan perbaikan dan/atau memberikan
klarifikasi kepada publik yang
menyampaikan pengaduan.

11 | Jumlah Pelaksana - Minimal 14 orang:

a. Wali/Asesor Narapidana;

b. Pembimbing Kemasyarakatan;
c. Staf/Petugas Lapas;

d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi
dan/atau Kepala Sub Seksi;
Kepala Bapas;

f. Kepala Lapas;

@
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g. Staf/Petugas Kanwil,

h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;

i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;

J.  Kepala Kanwil,

k. Staf/ Petugas Ditjenpas;

I.  Kepala Subdit dan Kepala Seksi;

m. Direktur Pembinaan Narapidana dan
Latihan Kerja Produksi;

n. Dirjen Pemasyarakatan.

12 | Jaminan Pelayanan - Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas
tanpa dipungut biaya;

- Pelayanan diberikan secara responsif .

13 | Jaminan Keamanan - Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang
Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan
elektronik Direktur Jenderal atas nama
Menteri;

- Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas
memberikan legalitas bagi Narapidana untuk
mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas;

- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang
Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan
diterima langsung oleh Narapidana yang
bersangkutan;

- Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebasdapat
dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana
memenuhi  ketentuan  pembatalan atau
pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.

14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau

kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
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Y ALUR PROSES LAYANAN
e CUTI MENJELANG BEBAS

KATEGORI INTEGRASI PP 28

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

. Melakukan Pendataan Narapidana

. Melengkapi Inputan data dan Dokumen

. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

. Verifikasi Sidang u P '|'

. Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen 1. Terima Data dari Pusat
(Konsolidasi) 2. Cetak SK H-3

ONOOTPA WN =

Tembusan

Pengiriman SK

KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan
Jangka Waktu : Max 2 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT
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= Tembusan 8. ° % .

Pengembalian Kepada UPT ﬁ‘ﬁ‘@ K n N WI I.

Apabila Ada Permintaan Perbaikan Cetak SK

DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan

2. Membuat Persetujuan

3. Generate SK Personal

4. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal
dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA
(12 Hari)

5. Penandatanganan Elektronik Dirjen
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JENIS PELAYANAN - 9. LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI
INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.04  Tahun 2012  Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-13.PK.01.05.06  Tahun 2014  Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Keputusan Direktur  Jenderal = Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
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Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

Persyaratan

Persyaratan Substantif

Cuti  Menjelang Bebas dapat diberikan kepada

Narapidana yang telah memenuhi syarat :

a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa
pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa
pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung
sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana ;

c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas.

Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir,

paling lama 6 (enam) bulan. Remisi terakhir yang

dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun
tersebut.

Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Anak yang

telah memenuhi syarat :

a. telah menjalani paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa
pidana;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dihitung
sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana;

c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung
sejak mulai ditahan kembali didalam LPKA.

Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir,

paling lama 6 (enam) bulan. Remisi terakhir yang

dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun
tersebut.

Persyaratan Administratif dibuktikan dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara
Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
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laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau

Anak vyang yang ditandatangani oleh Kepala

Lapas/LPKA,;

laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh

Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh

Kepala Bapas;

surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang

rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap

Narapidana atau Anak yang bersangkutan;

salinan register F dari Kepala Kepala Lapas/LPKA;

salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA,;

surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak
akan melakukan perbuatan melanggar hukum;

surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga,

wali, lembaga sosial, atau yayasan yang diketahui

oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang
menyatakan bahwa :

1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri
dan/atau melakukan perbuatan melanggar
hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi
Narapidana atau Anak selama mengikuti
program Cuti Menjelang Bebas.

bagi narapidana atau Anak warga negara asing

(WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen

diatas, juga harus melengkapi dokumen :

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
b) keluarga, orang, korporasi yang

bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan narapidana atau anak selama
berada di wilayah Indonesia

2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi
atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan  bahwa yang  bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan);

3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red
notice dan jaringan kejahatan transnasional
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teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-
Interpol Indonesia.

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan/LPKA :

a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana atau
Anak Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)
yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas;

b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat
pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan
dokumen;

c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan Cuti
Menjelang Bebas bagi Narapidana atau Anak kepada
Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana
atau Anak yang telah memenuhi syarat;

d. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan
berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA,
Selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan
usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Wilayah;

e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di upload ke
Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur
Integrasi.

f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti
Menjelang  Bebas dari  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan, maka petugas  melakukan
perbaikan;

g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang
Bebas disampaikan kembali oleh  Kepala
Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan
dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;

h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang
Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

I. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti
Menjelang Bebas;

j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM :
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f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti
Menjelang Bebas;

b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti
Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah;

c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil
verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti
Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi
dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti
Menjelang Bebas;

salinan  keputusan Cuti  Menjelang  Bebas
disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti
Menjelang Bebas;

b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat
perbaikan maka usulan Cuti Menjelang Bebas
dikembalikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk
dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayabh;

c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama
Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti
Menjelang Bebas;

d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti
Menjelang Bebas dari  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT
Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
(tujun) Hari Narapidana dan Anak berada di
Lapas/LPKA,

Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3
(satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di
Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;
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- Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat
balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas)
Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak
terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti
Menjelang Bebas tetap diberikan;

- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima;

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling
lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti
Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA;

- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi
terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan
pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala
Lapas/LPKA,

- Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul
pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga)
Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul
pemberian Cuti Menjelang Bebas;

- Petugas Lapas/LPKA mencetak salinan keputusan Cuti
Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum
tanggal pelaksanaan.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya.

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang
Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi Umum
(Non PP 28/PP 99) kepada Narapidana dan Anak.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

- Komputer & Printer;

- Alat Tulis Kantor;

- Jaringan Internet dan LAN;

- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen
projektor,dll);

- Scanner;

- Telraam;

- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
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Kompetensi
Pelaksana

Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan;

Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan;

Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun
2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Memahami Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi;

Mampu menghitung pentahapan dan  ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
Lapas/LPKA, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan.
Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan  Internal  Pemasyarakatan  (SATOPS
PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,
Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan
Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
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Lapas/[LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;

Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan
dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.

11 | Jumlah Pelaksana - Minimal 15 orang:
a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;
b. Pembimbing Kemasyarakatan;
c. Staf/Petugas Lapas/LPKA;
d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
Sub Seksi;
e. Kepala Bapas;
f. Kepala Lapas/LPKA;
g. Staf/Petugas Kanwil,
h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
J. Kepala Kanwil;
k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
I. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi;
n. Direktur ~ Bimbingan = Kemasyarakatan  dan
Pengentasan Anak;
0. Dirjen Pemasyarakatan.
12 | Jaminan Pelayanan |- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas tanpa
dipungut biaya;
- Pelayanan diberikan secara responsif.
13 | Jaminan Keamanan |- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas

dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik
Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan
legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan
hak Cuti Menjelang Bebas;

Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas

dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung
oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan;
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NO

KOMPONEN

URAIAN

- Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat dibatalkan
atau dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi
ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti
Menjelang Bebas.

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan.
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ALUR PROSES LAYANAN
e CUTI MENJELANG BEBAS

(NON PP 28/ PP 99 )

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomoar 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

. Melakukan Pendataan Narapidana/Anak

. Melengkapi Inputan data dan Dokumen

. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

. Verifikasi Sidang u P I

. Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen 1. Terima Data dari Pusat
(Konsolidasi) 2. Cetak SK H-3

N UID WN =

e

KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan
Jangka Waktu : Max 2 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Tembusan

Pengiriman SK

f
S
3
%)
5
$
Q.

L1 Tembusan = .%o

Pengembalian Kepada UPT QIO K“ N W I I.

Apabila Ada Permintaan Perbaikan Cetak SK

DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan {Max 3 Hari)

2. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal
dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA
(12 Hari)

3. Membuat Persetujuan

4. Generate SK Personal

5. Penandatanganan Elektronik Dirjen

Ol
P eevasvaraaran 2020
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JENISPELAYANAN  ©  10. LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18
Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan  Remisi,  Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Rl Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001
Tentang Cuti  Mengunjungi  Keluarga bagi
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun
2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
Anak.
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Persyaratan - Persyaratan Substantif :

a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan
pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;

b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan
bagi Narapidana dan 6 (enam) bulan bagi Anak;

c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam
surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri
setempat;

d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa
pidananya bagi Narapidana dan 3 (tiga bulan
masa pidana bagi Anak;

. telah menjalani asimilasi;

f. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga
yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga
dan lurah atau kepala desa setempat;

g. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga
termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang
diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah
atau kepala desa setempat atau nama lainnya;

h. telah layak untuk diberikan izin CutiMengunjungi
Keluarga berdasarkan  pertimbangan
yang  diberikan  oleh  tim  pengamat
pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian
kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang
pihak keluarga yang akan menerima narapidana
atau Anak, keadaan lingkungan masyarakat
sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya
dengan narapidana atau Anak yang bersangkutan;

i. Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan
kepada Narapidana yang masih mempunyai
denda, uang pengganti dan restitusi yang belum
dibayar lunas.

- Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan
kepada :

a. Narapidana yang melakukan tindak pidana
terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara dan Kkejahatan hak asasi
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya;

b. terpidana mati;

Narapidana yang dipidana hukuman seumur
hidup;

d. Narapidana yang terancam jiwanya,
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e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi
tindak pidana.

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika

dan prekursor narkotika serta psikotropika yang tidak

diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan

Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau

lebih.

Persyaratan ~ Administratif ~ dibuktikan  dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang
rencana pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga
terhadap  Narapidana atau Anak yang
bersangkutan;

c. salinan daftar perubahan dari  Kepala
Lapas/LPKA,

d. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus
diketahui oleh :

1. ketua rukun tetangga; dan

2. lurah atau kepala desa setempat atau nama
lainnya.

e. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak
akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum;

f. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga
diketahui oleh lurah atau kepala desa atau hama
lain yang menyatakan Narapidana atau Anak
tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum;

g. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala
Bapas;

h. laporan  perkembangan pembinaan  yang
ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;

i. Bagi narapidana atau Anak warga negara asing
(WNA) harus melengkapi dokumen tambahan,
yaitu:

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan
menaati persyaratan yang telah ditentukan
dari
a) Kedutaan besar/ konsulat negara
b) Keluarga, orang, Kkorporasi yang

bertanggung jawab atas keberadaan dan
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kegiatan narapidana atau Anak selama
berada di wilayah Indonesia
2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal
Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal (surat dimintakan oleh Direktur
Jenderal Pemasyarakatan).

J. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat
keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan
jaringan kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia;

k. Cuti Mengunjungi Keluarga hanya dapat
dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah
setempat;

I.  Cuti Mengunjungi Keluarga tidak boleh
dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur
nasional;

m. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan
untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24
(dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Narapidana atau Anak tiba di tempat kediaman;

n. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan
kepada Narapidana atau Anak paling singkat 3
(tiga) bulan sekali.

Sistem, Mekanisme - Lembaga Pemasyarakatan/LPKA :

dan Prosedur a. Petugas Lapas/LPKA melakukan pendataan
Narapidana atau Anak untuk dapat diberikan cuti
mengunjungi  keluarga  berdasarkan  surat
permintaan keluarga Narapidana atau Anak;

b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat
pemberian cuti mengunjungi keluarga dan
kelengkapan dokumen;

c. Hasil pendataan dilakukan pemeriksaan dalam
sidang Tim  Pengamat  Pemasyarakatan
Lapas/LPKA,

d. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan
pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada
Kepala Lapas/LPKA;

e. Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian cuti
mengunjungi keluarga berdasarkan rekomendasi
Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA;

f.  Cuti mengunjungi keluarga disampaikan kepada
Narapidana atau Anak yang bersangkutan dengan
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tembusan Kepala Kantor Wilayah dan Direktur

Jenderal Pemasyarakatan;

Pemberian  Cuti  Mengunjungi  Keluarga

dilaksanakan ~ melalui  sistem  informasi

pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor

Wilayah, dengan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan;

CMK harus diberitahukan kepada Kepala Bapas

setempat untuk dilakukan pengawasan;

CMK dilaksanakan dengan pengamanan dalam

bentuk pengawalan oleh petugas Lapas/LPKA

dengan :

1. mengantar Narapidana atau Anak yang
bersangkutan ke tempat kediaman Keluarga;
dan

2. menjemput dari tempat kediaman Keluarga
untuk kembali ke Lapas/LPKA.

Petugas  Lapas/LPKA  yang  melakukan

pengawalan wajib mengisi dan menandatangani

berita acara serah terima Narapidana atau Anak
dengan Keluarganya yang disaksikan oleh ketua
rukun tetangga setempat;

Narapidana atau Anak yang menjalani CMK

wajib melaporkan diri kepada ketua rukun

tetangga atau pejabat keamanan setempat.

Dalam hal Narapidana atau Anak yang

melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga :

1. tidak melapor kepada ketua rukun tetangga
atau pejabat keamanan setempat;

2. melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti
Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau

3. melarikan diri atau menyalahgunakan
pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga
untuk  kepentingan  lain,  dinyatakan
melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi
hukuman/tindakan disiplin

Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin dicatat

dalam register F dan tidak berhak mendapat CMK

untuk 1 (satu) tahun berikutnya;

Kepala Lapas/LPKA wajib menyampaikan

laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai

pelanggaran CMK dan penjatuhan

hukuman/tindakan disiplin tersebut.
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Jangka Waktu - Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7

Penyelesaian (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di
Lapas/LPKA,;

- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama
1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana
berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada
di LPKA;

- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri
tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas)
hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti
Mengunjungi Keluarga tetap diberikan.

Biaya/Tarif Tidak ada biaya.

Produk Pelayanan Surat Keputusan Kepala Lapas/LPKA Tentang Pemberian
Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum
(Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana.

Sarana, Prasarana - Komputer & Printer;

dan/atau Fasilitas - Alat Tulis Kantor;

- Jaringan Internet dan LAN;

- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen
projektor,dll);

- Scanner;

- Telraam;

- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

Kompetensi - Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pelaksana Pemasyarakatan;

- Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun
2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18
Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
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Memahami Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: PAS-
26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti
Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi;

Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural
di Lapas/LPKA, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan.
Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,
Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan
Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas/[LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;

Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi
arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 6 orang

Wali/Asesor Narapidana/LPKA;

Pembimbing Kemasyarakatan;

Staf / Petugas Lapas/LPKA,

Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
Sub Seksi;

e. Kepala Bapas;

f. Kepala Lapas/LPKA.

oo o

12

Jaminan Pelayanan

Pelayanan izin cuti mengunjungi keluarga tidak
dipungut biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif.
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13

Jaminan Keamanan

Surat Keputusan Cuti Mengunjungi Keluarga memberikan
legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan
hak Cuti Mengunjungi Keluarga.

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan.
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ALUR PROSES LAYANAN
®

CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
KATEGORI INTEGRASI UMUM

PENGAYOMAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomar 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

B Keluarga Narapidana/Anak membual sural permintaan
Culi Mengunjungi Keluarga

. Melakukan Pendataan Narapidana/Anak
2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen

. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari
Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat
Imigrasi bagi WNA (12 Hari)

. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

- Verifikasi Sidang

Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian
=4 Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan
hasil sidang TPP Lapas/LPKA.

PR AL By

TEMBUSAN

L] y

KANWIL

aiin

DITJEN PAS

s U ETT G P e R 2020
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JENIS - 11. LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI

PELAYANAN INTEGRASI PP 99
NO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18
Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan  Remisi, Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02
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Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti
Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak.

Persyaratan - Persyaratan Substantif :

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum
untuk membantu membongkar perkara tindak
pidana yang dilakukannya;

b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per
tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9
(sembilan) bulan;

c. berkelakuan baik selama menjalani masa
pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan
terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per
tiga) masa pidana;

d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan
baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan
terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali
didalam Lapas;

e. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2
(satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib
dijalani;

f. bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus
juga telah menunjukkan kesadaran dan
penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan
dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :

1. Kkesetiaan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Indonesia; atau

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Asing.

- Persyaratan Administratif  dibuktikan  dengan
melampirkan dokumen :

a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk
membantu membongkar tindak pidana yang
dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi
penegak hukum;

b. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;
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laporan  perkembangan pembinaan yang

ditandatangani oleh Kepala Lapas;

laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat

oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang

diketahui oleh Kepala Bapas;

surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri

tentang rencana pemberian  Pembebasan

Bersyarat  terhadap  Narapidana  yang

bersangkutan;

salinan register F dari Kepala Lapas;

salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

surat pernyataan dari Narapidana tidak akan

melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;

surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga,

atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi

pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan
yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau
nama lain :

1. Narapidana tidak akan melarikan diri
dan/atau tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan
mengawasi Narapidana selama mengikuti
program pembebasan bersyarat.

salinan surat keterangan pelaku utama dari

kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan

tindak pidana money laundering, trafficking,
illegal logging dan illegal fishing;

khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat

jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati

persyaratan yang telah ditentukan dari :

1. kedutaan besar/konsulat negara; dan

2. keluarga, orang, atau korporasi yang
bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan Narapidana, selama berada di
wilayah Indonesia.

Khusus Narapidana Warga Negara Asing juga

harus melampirkan surat keterangan dari

Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi

yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan dibebaskan dari  kewajiban
memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
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m. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat
keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan
jaringan kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya  dari  Sekretariat NCB-Interpol
Indonesia;

n. bagi Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme juga harus
melampirkan surat keterangan telah mengikuti
Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas
dan/atau Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;

0. bagi Narapidana yang dipidana Kkarena
melakukan tindak pidana korupsi juga harus
melampirkan bukti telah membayar lunas denda
dan/atau uang pengganti;

p. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012
yang tidak memenuhi persyaratan untuk
mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak
dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial.

Sistem, Mekanisme dan | - Lembaga Pemasyarakatan :

Prosedur a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan
diusulkan pemberian pembebasan bersyarat;

b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap
syarat pemberian pembebasan bersyarat dan
kelengkapan dokumen;

c. TPP Lapas merekomendasikan  usulan
pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas
berdasarkan data Narapidana yang telah
memenuhi syarat;

d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan
berdasarkan  rekomendasi TPP  Lapas,
selanjutnya Kepala Lapas menyampaikanusulan
tersebut kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala
Kantor Wilayah;

e. Berkas usulan pembebasan bersyarat di upload
ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui
SDP Fitur Integrasi;

f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan
pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan, = maka  petugas Lapas
melakukan perbaikan;

g. Hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan
bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala
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Lapas kepada Direktur Jenderal

Pemasyarakatan untuk mendapatkan
persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor
Wilayah;

h. Petugas mencetak  salinan keputusan
pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan
otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

i. Petugas melakukan pengecekan terhadap
salinan keputusan pembebasan bersyarat;

j.  Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan pembebasan bersyarat disampaikan
Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
pembebasan bersyarat;

b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan
pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor
Wilayah;

c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil
verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan
pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan
otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

e. Petugas memeriksa  salinan  keputusan
pembebasan bersyarat;

f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan pembebasan bersyarat disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
pembebasan bersyarat;

b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat
perbaikan maka usulan pembebasan bersyarat
dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk
dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah;

c. TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap
usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;
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d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta
rekomendasi dari instansi terkait;

e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri
untuk mendapatkan persetujuan terhadap
keputusan pemberian pembebasan bersyarat;

f. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal
Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan
keputusan pemberian pembebasan bersyarat;

g. Petugas berdasarkan penetapan keputusan
pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT
Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah.

Jangka Waktu - Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7

Penyelesaian (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;

- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama
1/2 (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana
berada di Lapas;

- apabila surat permohonan keterangan bersedia
bekerjasama dengan penegak hukum untuk
membantu membongkar tindak pidana yang
dilakukannya tidak mendapatkan balasan paling
lama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung sejak surat
permohonan dikirim, maka Kepala Lapas dapat
melampirkan bukti surat permohonan tersebut;

- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri
tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua
belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan
dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan;

- Apabila ada permintaan perbaikan usulan
pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan, maka petugas melakukanperbaikan
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak
pengembalian  usulan  pembebasan  bersyarat
diterima;

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi
terhadap tembusan usul pemberian pembebasan
bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat
diterima dari Kepala Lapas;

- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul
pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3
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(tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian
pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung
sejak tanggal permohonan diterima;

- Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi
terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan
rekomendasi), maka Direktur Jenderal
Pemasyarakatan ~ menyampaikan  pertimbangan
pemberian asimilasi kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan;

- Jika pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan
rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat
paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permintaan rekomendasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan
pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat
kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;

- Petugas mencetak salinan keputusan pembebasan
bersyarat disertai buku pembebasan bersyarat
Narapidana (buku veerlop) yang sudah mendapatkan
otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3
(tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori
Integrasi PP 99 kepada Narapidana.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

- Komputer & Printer;

- Alat Tulis Kantor;

- Faksimili;

- Jaringan Internet dan LAN;

- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan
Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen
projektor,dll);

- Scanner;

- Telraam;

- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

Kompetensi Pelaksana

- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 123



Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan;

Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99
Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor
18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat;

Memahami  Keputusan  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-
26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti
Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi;

Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
struktural di  Lapas, Kanwil, dan Ditjen
Pemasyarakatan.

Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,
Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas, Kepala  Kanwil dan/atau  Dirjen
Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan
dalam rangka merespon pengaduan;
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Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.

11 | Jumlah Pelaksana Minimal 16 orang:

- Wali/Asesor Narapidana;

- Pembimbing Kemasyarakatan;

- Staf / Petugas Lapas;

- Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
Sub Seksi;

- Kepala Bapas;

- Kepala Lapas;

- Staf / Petugas Kanwil;

- Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;

- Kepala Divisi Pemasyarakatan;

- Kepala Kanwil;

- Staf/ Petugas Ditjenpas;

- Kepala Subdit dan Kepala Seksi;

- Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi;

- Dirjen Pemasyarakatan;

- Menteri Hukum dan HAM,;

- Instansi penegak hukum lain.

12 | Jaminan Pelayanan - Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa
dipungut biaya;

- Pelayanan diberikan secara responsif .

13 | Jaminan Keamanan - Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat
dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik
Direktur Jenderal atas nama Menterti;

- Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan
legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak
bersyarat;

- Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat
dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima
langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;

- Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat
dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana
memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan
hak pembebasan bersyarat.

14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan

Pelaksana

sesuai dengan standar pelayanan.
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8 ALUR PROSES LAYANAN
PEMBEBASAN BESYARAT

KATEGORI INTEGRASI PP 99

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

. Melakukan Pendataan Narapidana
. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP . u PT
A

1. Terima Data dari Pusat
2. Cetak SK H-3

. Kontrol Sidang

. Verifikasi Sidang

. Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen
(Konsolidasi)

ONOOTHE WN =

UPT

Pengusulan

Tembusan

KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan
Jangka Waktu : Max 3 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Tembusan

Pengembalian Kepada UPT
Apabila Ada Permintaan Perbaikan

UPT mengirimkan kembali usulan hasil
perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hari)
Pengiriman SK

KANWIL

Cetak SK

. Melakukan Verifikasi Usulan
. Melaksanakan Sidang TPP
. Meminta Rekomendasi Instansi Lain
. Meminta Surat Keterangan dibebaskan
dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal I]"J[N P"s
Imigrasi/Pejabat Imigrasi (12 Hari)
. . 1. Generate SK Personal
- Membuat Nota Dinas Ke Menteri 2. Penandatanganan Elektronik Dirjen

A ON -

B

Persetujuan Menteri

Jangka Waktu : Max 7 Hari Sejak

KEMENTERIQN ~cierime dariDifen Pes e BUAYA

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF

R 5 2020
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JENISPELAYANAN 12 LAYANAN PEMBEBASAN  BERSYARAT
KATEGORI INTEGRASI PP 28

NO KOMPONEN URAIAN

1 | Dasar Hukum - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18
Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: PAS-26.0T.02.02
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani
Pidana Narapidana dan Anak.

2 | Persyaratan - Persyaratan Substantif :

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3
(dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per
tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9
(sembilan) bulan;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa
pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan
terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per
tiga) masa pidana;

c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan
baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan
terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali
didalam Lapas;
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NO

KOMPONEN

URAIAN

d. telah mengikuti program pembinaan dengan
baik, tekun, dan bersemangat;

e. masyarakat dapat menerima program kegiatan
pembinaan Narapidana;

f. bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus
juga telah menunjukkan kesadaran dan
penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan
dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Indonesia; atau

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Asing.

Persyaratan ~ Administratif  dibuktikan dengan

melampirkan dokumen :

a. petikan putusan pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. laporan perkembangan pembinaan yang
ditandatangani oleh Kepala Lapas;

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat
oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas;

d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri
tentang rencana pemberian Pembebasan
Bersyarat  terhadap  Narapidana  yang
bersangkutan;
salinan register F dari Kepala Lapas;

. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan
melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;

h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga,
atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi
pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan
yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau
nama lain,

I. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat
jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati
persyaratan yang telah ditentukan dari :

1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
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NO

KOMPONEN

URAIAN

J-

k. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat

2. keluarga, orang atau korporasi yang
bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan Narapidana, selama berada di
wilayah Indonesia.

Khusus Narapidana Warga Negara Asing juga

harus melampirkan surat keterangan dari

Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi

yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan dibebaskan dari kewajiban
memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);

keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan
jaringan kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya dari  Sekretariat NCB-Interpol
Indonesia;

bagi Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme juga harus
melampirkan surat keterangan telah mengikuti
Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas
dan/atau Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme.

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan :

a. petugas Lapas mendata Narapidana yang akan
diusulkan pemberian pembebasan bersyarat;

b. pemenuhan pendataan dilakukan terhadap
syarat pemberian pembebasan bersyarat dan
kelengkapan dokumen;

c. TPP  Lapas merekomendasikan  usulan
pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas
berdasarkan data Narapidana yang telah
memenuhi syarat;

d. apabila Kepala Lapas menyetujui usulan
berdasarkan ~ rekomendasi TPP  Lapas,
selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan
usulan tersebut kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala
Kantor Wilayah;

e. berkas usulan pembebasan bersyarat di upload
ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui
SDP Fitur Integrasi;
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NO

KOMPONEN

URAIAN

f. apabila ada permintaan perbaikan usulan
pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan, maka petugas Lapas
melakukan perbaikan;

g. hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan
bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala
Lapas kepada Direktur Jenderal

Pemasyarakatan untuk mendapatkan
persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor
Wilayah;

h. petugas  mencetak  salinan  keputusan
pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan
otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

i. petugas melakukan pengecekan terhadap
salinan keputusan pembebasan bersyarat ;

j. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan pembebasan bersyarat disampaikan
Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- Divisi  Pemasyarakatan  Kantor = Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM :

a. petugas melakukan  verifikasi  usulan
pemberian pembebasan bersyarat ;

b. petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan
pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor
Wilayah;

c. kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil
verifikasi usulan pembebasan bersyarat
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

d. petugas mencetak tembusan salinan keputusan
pembebasan bersyarat yang sudah
mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

e. petugas memeriksa salinan  keputusan
pembebasan bersyarat;

f. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan
keputusan pembebasan bersyarat disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :
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a. petugas melakukan  verifikasi  usulan
pemberian pembebasan bersyarat;

b. berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat
perbaikan usulan pembebasan bersyarat maka
dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk
dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah;

c. terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah
benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas
nama Menteri menetapkan  keputusan
pemberian pembebasan bersyarat;

d. petugas berdasarkan penetapan keputusan
pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT
Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
(tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;
Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling
lama 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak
Narapidana berada di Lapas;

Apabila ada permintaan perbaikan usulan
pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan
perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan
bersyarat diterima;

dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan
Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12
(dua belas) hari terhitung sejak surat
pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat
tetap diberikan;

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi
terhadap tembusan usul pemberian pembebasan
bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak
tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat
diterima dari Kepala Lapas;

Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul
pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian
pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

Standar Pelayanan Pemasyarakatan | 131




NO KOMPONEN URAIAN

- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki
izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari
terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

- Petugas Lapas mencetak salinan keputusan
pembebasan bersyarat disertai buku pembebasan
bersyarat Narapidana (buku veerlop) yang sudah
mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pelaksanaan.

5 | Biaya/Tarif Tidak ada biaya.
6 | Produk Pelayanan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori

Integrasi PP 28 kepada Narapidana.

7 | Sarana, Prasarana - Komputer & Printer;
dan/atau Fasilitas - Alat Tulis Kantor;

- Faksimili;

- Jaringan Internet dan LAN;

- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan
Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen
projektor,dll);

- Scanner;

- Telraam;

- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

8 | Kompetensi Pelaksana - Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan;

- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28
Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat;
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Memahami  Keputusan  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-
26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani
Pidana Narapidana dan Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
Integrasi;

Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
menggunakan Telraam.

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen
Pemasyarakatan

Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,
Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada
Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi
arahan dalam rangka merespon pengaduan;
Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan Kklarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 14 orang:

a. Wali/Asesor Narapidana;

b. Pembimbing Kemasyarakatan;

c. Staf/Petugas Lapas;

d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau
Kepala Sub Seksi;

e. Kepala Bapas;
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Kepala Lapas;

Staf / Petugas Kanwil;

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;

Kepala Divisi Pemasyarakatan;

Kepala Kanwil,

Staf/ Petugas Ditjenpas;

|.  Kepala Subdit dan Kepala Seksi;

m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan
Kerja Produksi;

n. Dirjen Pemasyarakatan.

oo oa

12

Jaminan Pelayanan

Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa
dipungut biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif.

13

Jaminan Keamanan

- Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat
dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik
Direktur Jenderal atas nama Menterti;

- Surat  Keputusan pembebasan bersyarat
memberikan legalitas bagi Narapidana untuk
mendapatkan hak bersyarat;

- Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat
dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima
langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;

- Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat
dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana
memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan
hak pembebasan bersyarat.

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan.
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ALUR PROSES LAYANAN
i PEMBEBASAN BESYARAT

KATEGORI INTEGRASI PP 28

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

PENGAYOMAN

. Melakukan Pendataan Narapidana

. Melengkapi Inputan data dan Dokumen

. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

. Verifikasi Sidang

. Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen 1. Terima Data dari Pusat
(Konsolidasi) 2. Cetak SK H-3

ONOOOTDEWN =

Tembusan i v

KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan
Jangka Waktu : Max 2 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Pengiriman SK

<
T
S
2]
S
$)
IS
(9
a

=== Tembusan 8. . % ’

Pengembalian Kepada UPT @‘@.ﬁ K “ N W I I.

Apabila Ada Permintaan Perbaikan Cetak SK

DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan (Max 3 Hari)

2. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari I1zin Tinggal
dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi (12 Hari)

3. Membuat Persetujuan

4. Generate SK Personal

5. Penandatanganan Elektronik Dirjen

TANRAIRUNGI"SCERATSTIRANSPARANEEI0BY XTI A

P eemnsvaraaran 2020
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JENISPELAYANAN @ 13 LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT
KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO KOMPONEN URAIAN

1 | Dasar Hukum - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,;

- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;

- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-
04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-
04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-
13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberian  Asimilasi, Cuti  Mengunjungi  Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat
dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
Anak;
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Persyaratan - Persyaratan Substantif :
- Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana
yang telah memenuhi syarat :

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per
tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana
tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling
singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum
tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam
kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak
mulai ditahan kembali didalam Lapas;

d. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun,
dan bersemangat;

e. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan
Narapidana;

- Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yangtelah
memenuhi syarat:

a. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per
dua) masa pidana;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling
singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2
(satu per dua) masa pidana;

c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam
kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai
ditahan kembali didalam LPKA,

d. dalam hal Anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana
penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan
pelatinan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. Bagi Anak yang dalam putusannya juga dijatuhi pidana
pelatinan kerja, dapat terlebih dahulu melaksanakan
pelatihan kerja sebelum menjalani Pembebasan Bersyarat.
Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk
sesuai putusan pengadilan atau rekomendasi Pembimbing
Kemasyarakatan;

f. selama Anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana
denda, Anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga
sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.

- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan
dokumen :

a. petikan putusan hakim pengadilan dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;
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b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala
Lapas/[LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum
berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani
oleh Kepala Lapas/LPKA,;

d. Laporan penelitian  kemasyarakatan yang
dibuat olen Pembimbing Kemasyarakatan yangdiketahui
oleh Kepala Bapas;

e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana
pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana
atau Anak yang bersangkutan;

f. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;

g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;

h. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan
melakukan perbuatan melanggar hukum;

i. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali,
lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau
yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau
nama lain;

j.  khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat
jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan
yang telah ditentukan dari:

1. kedutaan besar/konsulat negara; dan

2. keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung
jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau
Anak, selama berada di wilayah Indonesia.

k. khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing juga
harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari
kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);

I.  khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat
keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari
Sekretariat NCB-Interpol Indonesia);

m. salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari
kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana
money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal

fishing.
Sistem, - Lembaga Pemasyarakatan/LPKA :
Mekanisme dan a. petugas Lapas/LPKA mendata Narapidana atau Anak yang
Prosedur akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat;
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b. pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syaratpemberian
pembebasan bersyarat dan kelengkapandokumen;

c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pembebasan
bersyarat kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data
Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat;

d. apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui  usulan
berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, selanjutnya
Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan tersebut
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan
tembusan Kepala Kantor Wilayah;

e. berkas usulan pembebasan bersyarat di upload ke Sistem
Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;

f. apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka
petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan;

g. hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat
disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan
persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayabh;

h. petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat
yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

I. petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan
pembebasan bersyarat ;

j. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan
pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM :

a. petugas melakukan verifikasi usulan  pemberian
pembebasan bersyarat ;

b. petugas menyampaikan hasil  verifikasi  usulan
pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;

c. kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi
usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

d. petugas mencetak tembusan salinan  keputusan
pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi
dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

e. petugas memeriksa salinan keputusan pembebasan
bersyarat;
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f. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan
pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a. petugas melakukan verifikasi usulan  pemberian
pembebasan bersyarat;

b. berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan
usulan pembebasan bersyarat maka dikembalikan kepada
Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;

c. terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur
Jenderal Pemasyarakatan atas hama Menteri menetapkan
keputusan pemberian pembebasan bersyarat;

d. petugas berdasarkan penetapan keputusan pembebasan
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari
Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA,;

Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu
per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu
per tiga) masa pidana sejak Anak berada di LPKA;

Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan
bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka
petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan
pembebasan bersyarat diterima;

Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat
balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari
untuk Narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung
sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan
Bersyarat tetap diberikan;

dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke
Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12
(dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim,
maka Kepala Lapas melampirkan bukti surat permintaan
keterangan bukan pelaku utama;

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 2
(dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan
bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA;
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- Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan
bersyarat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal usulan pembebasan bersyarat diterima
dari Kepala Lapas/LPKA,

- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan
dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama
12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan
diterima;

- Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat
disertai Buku Pembebasan Bersyarat Narapidana atau Anak
(Buku Veerlop) yang sudah mendapatkan otorisasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum
tanggal pelaksanaan.

Biaya/Tarif Tidak ada biaya

Produk Pelayanan | Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang
Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non
PP 28/ PP 99) kepada Narapidana dan Anak.

Sarana, Prasarana | - Komputer & Printer;
dan/atau Fasilitas | - Alat Tulis Kantor;
- Faksimili;

- Jaringan Internet dan LAN;
- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP
(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);

- Scanner;

- Telraam;

- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
Kompetensi - Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pelaksana Pemasyarakatan;

- Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;

- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan
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Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;

Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;
Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan
Telraam.

Pengawasan
Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
Lapas/LPKA, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan
Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan
Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-
masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)

10

Penanganan
Pengaduan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan
menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA,
Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka
merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan
dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang
menyampaikan pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 15 orang:

a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;
Pembimbing Kemasyarakatan;

Staf / Petugas Lapas/LPKA,

Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub
Seksi;

Kepala Bapas;

Kepala Lapas/LPKA,

Staf / Petugas Kanwil;

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
Kepala Divisi Pemasyarakatan;

Kepala Kanwil;

o oo
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k. Staf/ Petugas Ditjenpas;

Kepala Subdit dan Kepala Seksi;

m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
Produksi;

n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan
Anak;

0. Dirjen Pemasyarakatan.

12

Jaminan
Pelayanan

Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa dipungut
biaya;
Pelayanan diberikan secara responsif.

13

Jaminan
Keamanan

Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di
Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur
Jenderal atas nama Menteri;

Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas
bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak bersyarat;
Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dijamin
kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh
Narapidana atau Anak yang bersangkutan;

Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau
dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan
pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat;

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai
dengan standar pelayanan.
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& ALUR PROSES LAYANAN
g PEMBEBASAN BESYARAT

KATEGORI INTEGRASI UMUM
( NON PP28/ PP 99 )

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

PENGAYOMAN

. Melakukan Pendataan Narapidana/Anak

. Melengkapi Inputan data dan Dokumen

. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP N, ﬁ

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

. Verifikasi Sidang u IJ 'I'

. Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen 1. Terima Data dari Pusat
(Konsolidasi) 2. Cetak SK H-3

XA WN =

F73
=

(" '

KANWIL
Melakukan Verifikasi Usulan

Jangka Waktu : Max 2 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Tembusan

Pengiriman SK

=
A
3
1)
3
S )
c
©
Q.

-t Tembusan

Pengembalian Kepada UPT @‘ l .@ K ﬂ N WI I.

Apabila Ada Permintaan Perbaikan Cetak SK

DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan

2. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari 1zin Tinggal
dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA
(12 Hari)

3. Membuat Persetujuan

4. Generate SK Personal

5. Penandatanganan Elektronik Dirjen

TANBARUNG IS CERATRTRANSRPARANIE0BY EXTIA

; p '-.‘ : 2 4 8y
5 ambRergov LY » PR 0078
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PENUTUP

Penyusunan standar layanan pemasyarakatan ini pada prinsipnya sejalan dengan program reformasi
birokrasi pemerintah yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam penyusunan standar
pelayanan pemasyarakatan 2020 ini, selain aspek prosedural administratif sekaligus dirangkaikan juga
dengan strategi penerapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
serta monitoring dan evaluasi pelayanan. Oleh karena itulah, dalam penyusunan standar pelayanan
pemasyarakatan hasil review dari standar pelayanan sebelumnya yang tahun 2014 tersebut dapat
dipahami dan diimplementasikan secara baik oleh petugas pelaksana di lapangan. Dokumen Strategi
Penerapan Pelayanan pemasyarakatan yang digabungkan dalam Standar Pelayanan Pemasyarakatan
berisi gambaran umum standar layanan pemasyarakatan, fungsi manajemen dalam penerapan standar
layanan serta mekanisme monitoring dan evaluasi standar layanan. Dengan adanya penggabungan
dokumen strategi ini diharapkan Standar Pelayanan Pemasyarakatan dapat dipahami sehingga dapat
diterapkan dengan baik oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Akhirnya
dokumen Standar Pelayanan Pemasyarakatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk seluruh petugas
pemasyarakatan sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan petugas

Pemasyarakatan, sebagai wujud pelayanan prima.
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